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ABSTRAK

Penulisan skripsi inisdimaksudkan untuk dapat meningkatkan‘penerimaan pajak bumi dan,bangunan perdesaan
dan perkotaan di*Kabupaten. Landak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian
dilakukan di'Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Landak dengan fokus wilayah di K ecamatan Ngabang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya faktor internal dan faktor ekstenal yang dihadapi oleh®Dinas
Pendapatan Daerah. Kabupaten Landak. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor
eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Kedua faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan matriks
SWOT, dan kemudian ditemukannya alternatif strategi_untuk dapat meningkatkan penerimaanTpajak bumi dan
bangunan perdesean dan perkotaan di Kabupaten Landak: Alternatif strategi tersebut yaitu stfategi penerapan
pengelolaan basis data pajak yang berbasis online yang terintegrasi di kecamatan, strategi pelayanan pembayaran
PBB Perdesaan dan Perkotaan melalui bank dan kantor pos, strategi pemberdayaan petugas PBB“Perdesaan dan
Perkotaan, strategi mengintensifkan penyuluhan pajak, strategi penambahan pegawai, strategi pengadaan sarana
dan prasaranaruntuk pendataan dan pemungutan PBB: Perdesaan dan Perkotaan, strategi pemuktahiran data, dan
strategi peningkatan kualitas pelayanan pajak..

Kata-kata kunci : Strategi, Penerimaan, PBB Perdesaan dan Perkotaan

THE STRATEGY OF INCREASED OF LAND AND BUILDING TAX REVENUE
IN LANDAK COUNTY

Abstract

The thesis is aimed to be able to-increase land and-building taxsrevenue in-Landak county. The research used
qualitative research method by descriptive research: The data collection ‘taken by interview technique,
observation technique, and documentation technique. The research location is at Dinas Pendapatan Daerah of
Landak County by focusing.region at Ngabang Subdistrict.

The conclusion of this research is there are internal factors and external factors that faced by Dinas Pendapatan
Daerah of Landak County. The internal factors consist of strengths and weaknesses, then the external factors
consist of opportunities and threats. Both factors are analyzed by using the SWOT analysis Matrix, and then
dternative strategy founded to be able to increase land and building tax revenue in Landak county.The
dternative strategy are the strategy of the application of online-tax database management integrated to
subdistrict, the strategy of land and building tax payment services through the bank and the post office, the
strategy of the empowerment of the land and building tax officers, the strategy of intesify counseling tax,the
strategy of the addition of officials, the strategy of infrastructure procurement for land and building tax collection
and data entry,the strategy of tax data updates, the strategy of increasing the quality of tax services.

Key words: Strategy, revenue, land and building tax
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Penyel enggaraan pemerintahan
daerah dilakukan dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah. Dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, setiap
daerah mempunyal hak dan kewgjiban
mengurus sendiri urusan
pemerintahannya. Era otonomi daerah saat
ini, daerah dituntut dapat secara efektif
memanfaatkan sumber daya yang ada
guna meningkatkan penerimaan daerah
sehingga tujuan dari otonomi daerah dapat
tercapai.

Pendapatan asli daerah merupakan
sdah satu. sumber penerimaan daerah.
Pendapatan asli daerah diperoleh salah
satunya dari pajak daerah. Pgjak Daerah
merupakan sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah dalam rangka
memperkuat “‘otonomi daerah: Sejalan
dengan tujuan otenomi, penerimaan pajak
daerah harus selalu ditingkatkan, hal ini
dimaksudnya agar peranan pagak daerah
ddam memenuhi kebutuhan daerah
terutama dalam pembiayaan kegiatan
pembangunan dapat semakin optimal.

Untuk memperkuat
otonomi dan meningkatkan pendapatan
daerah, maka Pemerintah menetapkan
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgak Daerah dan Retribus
Daerah. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 ini mengatur salah satunya
tentang penambahan jenis pgak daerah.
Salah satu dari 3 (tiga) jenis pgak baru
Kabupaten/Kota adalah adalah Pagjak
Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan
Perkotaam:-Pada awalnya, PBB Perdesaan
dan Perkotaan “merupakan pajak pusat
yang  proses administrasinya dilakukan
oleh Pemerintahs Pusat dan Penerimaan
PBB: Perdesaaan ‘dan Perkotagan ini
dibagikan kepada daerah dengan proporsi
tertentu, dengan ditetapkafinya Undang-
Undang tentang Paak ¢*Daerah dan
Retribusi Daerah, penerimaan’dari PBB
Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya
Pemerintah
Kabupaten/Kota dan  pengelolaannya
dilimpahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/K ota. Pajak bumi dan

bangunan pedesaaan dan perkotaan dalah

menj adi pendapatan

paak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimilikisydikuasai, dan/atau’dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang-digtnakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

PBB Perdesaan dan Perkotaan
adalah salah satu jenis mata paak dari
paak daerah Kabupaten Landak dan
menjadi sumber bagi Pendapatan Adli
Daerah. Dasar hukum pemungutan PBB

2
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Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten
Landak adalah Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2013 Tentang Pagak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Landak dalam pengelolaannya
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Landak segjak tahun
2014. Dalam pengelolaan _penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan terdapat target
dan readlisas yang harus_ dicapa ©leh
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak.Untuk menetapkan target PBB
Perdesaan dan Perkotaan tersebut harus
dilakukan berdasarkan potensi dari nila
ketetapan yang terdapat pada Surat
Pemberitahuan Pagjak Terhutang (SPPT-
PBB), sedangkan realisas penerimaan
PBB perdessan dan perkotaan jumlah
penefimaan atas pembayaran dari nilal
nominal yang terdapat pada SPPT-PBB
atas wajib pajak yang sudah diterima oleh
Kas Dagrah.Redlisas jpenerimaan PBB
Perdesaan ‘dan Perkotaan—di _Kabupaten
Landak khususnya di Kecamatan Ngabang
bdlum mencapai target yang telah
ditetapkan.

Kecamatan Ngabang adalah salah
satu dari 13 kecamatan yang ada di
Kabupaten Landak. Jika dilihat dari
letaknya, Kecamatan Ngabang berada
pada pusat perekonomian, serta pusat
pemerintahan karena berada di wilayah
ibukota Kabupaten Landak yaitu Kota
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Ngabang. Kecamatan Ngabang
mengalami  perkembangan yang pesat
terutama dalam perekonomian dan
pembangunan  perumahan. Ha ini
tentunya akan meningkatkan nila jua
objek pajak (NJOP) PBB Perdesaan dan
Perkotaan sehingga akhirnya
meningkatkan realiasasi penerimaan PBB
Perdesaam. dan Perkotaan itu sendiri.
Kontribusi penerimaan Paak Bumi dan
Bangunan: dinilai cuktp, besar terhadap
paak daerah.” Jika, penerimaan PBB
belum dapat dicapai-dengan optimal maka
akan berdampak pada ketersediaan
pembiayaan dalam pelaksanaan program
pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di=atas penulis
tertarik untuk dapat melakukan penelitian
dengan menganalisis permasalahan faktor
penyebab belum optimanya realisas
penerimaan Pgak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak dan. memberikan splus dalam
bentuk =program dan kegiatan  yang
Strategis untuk  dapatr meningkatkan
penerimaan PBBrPerdesaan dan Perkotaan
di Kecamatan Ngabang Kabupaten

Landak.

2. FokusMasalah
Berdasarkan dari uraian pada latar
belakang di atas, wilayah pemungutan
PBB Perdesaan dan Perkotaan yang
3
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dilaksanakan oleh  Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Landak méliputi
seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Landak yaitu berjumlah 13 (tigabelas)
kecamatan. Wilayah pemungutan PBB
perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Landak luas yaitu meliputi 13 kecamatan.
Supaya pendlitian ini tidak terlalu luas
maka peneliti memfokuskan pada salah
satu kecamatan yang .ada di Kabupaten
Landak yaitu di#"Kecamatan' Ngabang.
Peneliti memfokuskan melakukan
penelitian di Kecamatan Ngabang karena
d ‘Kecamatan Ngabang memiliki
perkembangan yang pesat dari segi
pembangunan: karena merupakan pusat
pemerintahan dan perekonomiaan yang
mana ibukota Kabupaten Landak yaitu
Kota Ngabang terletak di Kecamatan
Ngabang. Selain itu, Kecamatan Ngabang
merupakan kecamatan yang ada di
Kabupaten Landak yang memiliki_Pajak
Bumi dan Bangunan dari sektor
perkotaan. " Peneliti ingiA- menemukan
strategi  untuk  meningkatkan- ‘realisasi
penerimaan PBBPerdesaan dan Perkotaan
di Kecamatan Ngabang __ dengan
menggunakan Analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats).
Untuk itu, fokus masalah penelitian yang
diangkat dalam penelitian ini yaitu strategi
dalam meningkatkan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kecamatan Ngabang dengan
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menggunakan Analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats).

3. Rumusan Masalah

Karena penulis merasa bahasan

yang akan dibahas cukup luas maka dalam
penelitian ini perlu merumuskan masalah
yang akan dibahas dengan tujuan agar
memudahkan peneliti  nantinya serta
dengan tujuan agar peneliti memiliki arah
yang jelas maka terlebih dahulu dilakukan
rumusan masalah. Adapun rumusan
masalah pada penelitian i_ni adalah
“Bagaimana strategi dalam meningkatkan
penerimaan Pgak Bumi dan Bangunan
Perdesaaan dan Perkotaan di Kecamatan
Ngabang dengan menggunakan Analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats)?

5. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

menemukan strategi dalam meningkatkan
penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan
Ngabang dengan.menggunakan Analisis
SWOT (Strengths,
Opportunities, Threats).

6. Manfaat-Pendlitian

Weaknesses,

1) Manfaat Teoritis
Adapun sisi teoritis, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi media
aplikasi teori, yang dapat berguna
dalam mengembangkan
pengetahuan dan  pengalaman
peneliti tentang pengelolaan Pajak
4
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Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan khususnya terhadap
strategi peningkatan
penerimaannya. Selain itu,
penelitian ini dapat dijadikan
bahan referens bagi mahasiswa
yang juga akan meneliti tentang
strategi  peningkatan penerimaan
Pagak Bumi dan_#Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

2) Manfaat Praktis

Dari #Sisi  praktis, " hasil  dari
penelitian _ini_ diharapkan’ dapat
menjadi. bahan masukan bagi Dinas
Pendapatan Daearah Kabupaten
Landak: dalam  meningkatkan
penerimaan Pgak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

khususnya di Kecamatan Ngabang:

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori
a) Strategi

Kata strategi berasal dari kata
strategos dalam==bahasa_ Y unani
merupakan gabungan dari stratos
atau tentara dan ego atau
pemimpin yang mana Suatu
strategi mempunyal dasar atau
skema untuk mencapai Sasaran
yang akan dituju. Strategi menurut
Nawawi  (2005:147) diartikan
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sebagai kiat, cara dan taktik utama
yang dirancang secara sistematik
dalam melaksanakan fungsi-fungsi
mangemen yang terarah pada
tujuan strategik organisasi.
Menurut Tangkilisan (2005:77),
menyatakan strategi adalah
penyesuaian ingtitusi, organisas

atau. badan pemerintahan terhadap

perubahan lingkungan
eksternalnya.
Mangjemen strategi

merupakan - perpaduan ., antara
mangjemen sebagal proses untuk
dapat menggerakan™individu atau
organisasi sebagai#“Sarana agar
dapat mencapal tujuanrtan stategi
sebagal cara dan taktik dalam
rangka  menjalankan fungsi
manaemen untuk mencapai tujuan
organisasi. Kemudian dijelaskan
oleh David (2010:4), mangemen
strategi adaah  seni dan
pengetahuan dalam merumuskan,
mengimplementasikan serta
mengevaluas keputusan-
keputusan-lintas fungsional yang
memampukan sebuah organisas
dapat mencapai tujuannya.

Menurut Wheelen dan Hunger
(ddam Agung, 2003) proses
mangemen strategis meliputi 4

elemen dasar, yaitu :
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1. Pengamatan Lingkungan
(Environmental scanning)

a.  Anaisiseksternal.
Lingkungan eksterna terdiri dari
variabel —variabel yang berada di
luar organisasi dan tidak secara
khusus ada dalam pengendalian
jangka pendek dari manaemen
puncak. Lingkungan = eksternal
terdiri dari dwa bagian vyaitu
lingkungan™kerja dan lingkungan
sosial

b" AnaisiSinternal.
Lingkungan interna terdiri dari
variabel-variabel (struktur, budaya,
sumber daya organisasi) yang ada
di‘dalam organisasi tetapi biasanya
tidak biasanya tidak dalam
pengendalian jangka panjang dari
manajemen puncak.

2. Perumusan Strategi (Strategi
formulation)

Perumusan  strategi - merupakan
pengembangan rencana.. jangka
panjang untuk manajémen. efektif
dapat dilibat dari kesempatan dan
ancaman lingkungan___ekstenal,
serta kekuatan dan kelemahan
lingkungan internal. Terdiri dari
misi, tujuan, dStrategi, dan
kebijakan.

3. Implementasi Strategi
(Strategi implementation)
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Implementasi  strategi  merupakan
proses dimana manajemen
mewujudkan strategi dan
kebijakannya dalam tindakan
melalui  pengembangan program,
anggaran, dan prosedur.

4. Evaluas dan Pengendalian
(Evaluation dan control)
Mrerupakan proses dalam aktivitas-
aktivitas“erganisas, hasil kinerja
dimonitor dan Kinerja
sesungguhnya dibandingkan
dengan kinerja yang diinginkan.
Selanjutnya menggunakan
informasi  hasil #Kinerja untuk
melakukan tindakan“perbaikan dan
memecahkan masal aheElemen ini
dapat menunjukkan secara tepat
kelemahan-kelemahan daam
implementasi strategi  sebelumnya
dan mendorong proses
keseluruhan untuk dimulai
kembali.

Untuk melihat serta menganalisis
setigp'. s darij lingkungan
eksternal dan internal digunakan
analisis-SWOT sehingga didalam
manajemen strategi, suatu
organisas  dimungkinkan untuk
mengidentifikass  peluang dan
ancaman dari lingkungan eksternal
dengan memanfaatkan kekuatan
dan meminimalkan kelemahan dari

lingkungan internal. Oleh karena
6



Governance, Jurnal S-1 [lImu Pemerintahan Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016

itu, agar dapat menganalisis faktor
eksternal  dan internal, penulis
menggunakan analisis SWOT
untuk mengidentifikasi berbagai
faktor tersebut.

Menurut Safi’i (2007:217), analisis
SWOT adadah andisis yang
dilakukan dengan pencermatan
(scanning) terhadap _lingkungan
dengan menganalisis kekuatan,
kelemahan; pel uang dan ancaman.
Untuk® menganalisis "secara lebih
dalam tentang SWOT, maka perlu
dilihat faktor internal dan eksternal
sebagal  bagian penting 1dalam
analisis SWOT, yaitu :

a " Faktor Eksternal

Fektor inilah yang mempengaruhi
terbentuknya suatu opportunities
(peluang) yang merupakan faktor-
faktor pendukung dalam
pengembangan maupun stabilitas
organisas  serta  pelaksanaan
program kerja. Faktor pendukung
ini merupakan faktor.yang.berasal
dari luary organisasi, bukan dari
dalam organisasi, misalnya
dukungan dari pemerintah dalam
perkembangan teknologi dan lain-
lain. Selanjutnya threats (ancaman)
yang merupakan faktor-faktor
penghambat atau hal-hal yang
dapat mengancam perkembangan

maupun stabilitas organisasi atau
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pel aksanaan program kerja,
bahkan dapat mengancam
keberadaan organisasi atau
program kerja. Faktor ini juga
berasal dari luar organisasi, bukan
dari dalam organisasi, misanya,
kebijakan pemerintah yang
merugikan, serta hilangnya sumber
dana dan lain-lain. Faktor-faktor
diatas yang mana  dapat
menyangkut kondisi yang terjadi
di luar organisasi yang
mempengaruhi: dalam pémbuatan
keputusan.

b. Faktor Internal

Faktor internal gmempengaruhi
terbentuknya strengths(kekuatan)
yang mana merupakan sebuah
faktor pendorong dan kekuatan
yang berasal dari dalam organisasi,
dimana kekuatan meliputi \semua
komponen-komponen  organisasi
bak sumber daya ;' maupun
kemampuan yang dapat
dioptimalkan sehingga bermakna
positif ~ untuk = pengembangan
organisasi-~ataupun pelaksanaan
sebuah program kerja, misanya,
kepemimpinan  yang  efektif,
keadaan keuangan yang Kkuat,
Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas, program kerja
unggulan dan lain-lain. Kemudian

weaknesses (kelemahan) yang
7
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mana merupakan suatu faktor
kekuatan yang mestinya dimiliki
oleh organisasi, namun
kenyataannya tidak ada, yang pada
akhirnya menjadi  kelemahan
daam organisas tersebut. Maka
weakness yang berarti
kekurangan-kekurangan yang
berasal dari dalam organisas itu
sendiri, misanya kualitas sumber
daya manusia (SDM) yang rendah,
kuantitas SDM " yang kurang,
keterbatasan. dana dan lain-lain.
Faktor-faktor diatas yang mana
berkaitan dengan kondisi: yang
terjadi~di dalam organisasi, yang
tufut . mempengaruhi  pembuatan
keputusan.

b) Pgak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan-Retribusi Daerah
yang' diturunkan -dalam. Peraturan
DaerahtKabupaten Landak,Nomor,
2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan®=Perdesaan dan
Perkotaan menjelaskan bahwa :
Pgak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah
Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang
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digunakan untuk Kkegiatan usaha
perkebunan,  perhutanan, dan
pertambangan.

Objek Pgjak Bumi dan Bangunan
adalah Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan,, perhutanan, dan
pertambangan. Objek PBB
Perdesaan,sdan Perkotaan tersebut
tersebut yaitu:

a Jdan lingkungan yang terletak
dalam suatu kompleks bangunan
seperti hotel, gpabrik, dan
emplasemennya, yangs=merupakan
suatu kesatuan dengan komplieks

Bangunan tersebut;

b. Jaantol;

c. Kolam renang;

d. . Pagar mewah;

e. Tempat olahraga;

f.  Galangan kapal, dermaga;

0. Taman mewah;

h. Tempat penampungan/kilang

minyak,-airdan gas, pipa minyak;
dan

i. Menara

Subjek Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyal suatu hak

atas Bumi dan/atau memperoleh
8
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manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas
Bangunan. Sementara itu, Wajib
Pgak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh
hak atas Bumi dan/atau memiliki,
menguasaiy= dan/atau.  memperoleh
manfaat atas Bangunan.

Besaran pokok Pajak Bumi: dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif  sebagaimana
dimaksud dalam pasa 6 huruf’ (a)
dan.(b) yaitu tarif pajak ditetapkan
sebesar 0,1 % (nol koma satu
persen) untuk Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) sampai dengan Rp.
1.000.000.000,-  (satu _milyar
rupiah) dan kemudian NJOP diatas
Rp. "1.000.000.000;- (satu - milyar
rupiah)s. tarif pajak ™ ditetapkan
sebesar 0,2 % (nol koma dua
persen) dengan“dasar.__pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasad 5 ayat (3) yaitu Besarnya
NJOP sebagaimana dimaksud ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah dikurangi Nilai Jual
Objek Pgak Tidak Kena Pgak
sebagaiamana dimaksud dalam
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Pasal 5 ayat (4) yaitu sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap Wajib Pgjak.

2. Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan
dadam penditian yang berjudul
“Strategi Peningkatan Penerimaan
Pagak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan” ini adalah
penelitian ““dengan menggunakan
pendekatan kudlitatif dan dengan
menggunakan  jenis®. penelitian
deksriptif.

C. HASIL PENELFTTAN DAN

PEMBAHASAN

1. Lingkungan Internal
Anadlisis lingkungan interna di
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak mendapati
adanya kekuatan dan kelemahan
yang..  dimiliki  oleh  Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak. Kekuatan (Strengths)
yang ..dimiliki  oleh  Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak yaitu adanya peraturan dan
Standar Operasional  Prosedur
(SOP) yang mana peraturan dan
standar  operasional  prosedur
(SOP) tersebut mengatur tentang
pelaksanaan pemungutan pajak
9
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bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan diantaranya mengatur
tentang tata cara pembayaran,
penagihan, penetapan, kemudian
tata cara pendataan. Terdapat juga
aturan tentang pembetulan,
pembatal an, pengurangan
ketetapan, kemudian terdapat
aturan tentang penghapusan atau
pengurangan sanks administratif,
serta  aturan  keberatan dan
banding. Selain. ‘itu, Dinas
Pendapatan’._ Daerah  memiliki
kekuatan dari sikap mental, displin
dan motivasi dari segenap pegawa
yang™tinggi. Kemudian adanya
insentif atau upah kepada pegawai
alau. petugas yang melakukan
pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan
perkotaan. Kemudian adanya
reward atau penghargaan kepada
desa yang berhasil memperoleh
penerimaan  pagak— bumi  dan
bangunan perdesaan dan-perkotaan
100% (seratus persen). Kelemahan
(Weaknesses) yang-dimiliki Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak yaitu jumlah pegawai di
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak kurang

kemudian data subjek dan objek
pagak bumi dan  bangunan

perdesaan dan perkotaan yang
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belum akurat dan jumlah sarana
dan prasarana petugas di lapangan

minim.

. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal di
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten  Landak  méeliputi
peluang dan ancaman yang
dihadapi oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Landak.
Peluang (Oppertunities) yang
harus.s 'dir maksimalkan untuk
meningkatkan' penerimaan paak
bumi dan bangunan perdesaan.dan
perkotaan yaitu .téknologi yang
berkembang yang®™ mana hal
tersebut  dapat gmémudahkan
pelayanan kepada =~ masyarakat,
kemudian berkembangnnya
pembangunan merupakan peluang
yang dapat dimaksimalkam' oleh
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak untuk
meningkatkan penerimaan pajak
bumi .dan bangunan;perdesaan dan
perkotaan, selain'itu kerja sama
dengan-pihak lain dapat membantu
dinas pendapatan daerah dalam
membantu dalam meningkatkan
penerimaan paak bumi dan
bangunan perdesaan dan
perkotaan.  Ancaman (Threats)
yang dihadapi Dinas Pendapatan
Dagrah daam  meningkatkan

10
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penerimaan paak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan
adalah  kurangnya  kesadaran
masyarakat dalam membayar
pajak.

. Alternatif Strategi

Setelah menganalisis
menggunakan analisis SWOT yang
mana didapati faktor intefhal yang
dimiliki Dinas Pendapatan Daerah
Kabupatens Landak dan faktor
eksternal  dihadapi “oleh Dinas
Pendapatan’. Daerah  Kabupaten
Landak, kemudian telah ditemukan
alternatif strategi dalam
meningkatkan penerimaan pajak
bumi_dan bangunan perdesaan dan
perkotaan di Kecamatan Ngabang
dengan strategi penerapan
pengelolaan basis data pajak yang
berbasis online yang terintegrasi di
Kecamatan, strategi pelayanan
pembayaran pajak bumi dan
bangunan melalui~bank_dan kantor
pos, strategi pémberdayaan
petugas pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan ‘perkotaan, strategi
penambahan pegawai, strategi
pengadaan sarana dan prasarana
untuk pendataan dan pemungutan
pagak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan, strategi
pemuktahiran data, strategi

mengintesifkan penyuluhan pajak,
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dan strategi peningkatan kualitas
pelayanan pajak.

D. SIMPULAN

1. Faktor Internal yang dimiliki oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak. meliputi (Strenghts) yaitu
adanya dukungan peraturan
pemerintah dan Standar operasional
prosedur :(SOP), ada sikap mental,
displin, motivas: dan pemahaman
tupoks pegawal yang baik, adanya
insentif atau upah .sérta didukung
adanya reward ataugpenghargaan.
Sedangkan kelemahan J(Weaknesses)
yaitu jumlah pegawa yang kurang,
data obyek dan subyek paak yang
belum akurat dan sarana; dan

prasarana di lapangan yang minim.

2. Faktor Eksternal yang dihadapi oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Landak meliputi peluang
(Opportunities) yaitu teknologi yang
berkembang, meningkatnya
pembangunarn; serta  kerjasama
dengan pihak lain.  Sedangkan
ancaman (threats) yaitu kurangnya
kesadaran masyarakat membayar
pajak.

Dari Identifikasi lingkungan internal
dan lingkungan eksternal yang ada di

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
11
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Landak ditemukan strategi
peningkatan penerimaan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan
Kabupaten Landak.

strategi aternatif

perkotaan di
Adapun

peningkatan penerimaan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan
perkotaan di Kabupaten Landak yaitu
strategi penerapan pengelolaan basis
data pgjak yang berbasis online yang
terintegrasi dii kecamatan,. strategi
pelayanan pembayaran PBB
perdésaan dan perkotaan melalui-bank
strategi
petugas PBB
Perdesaan dan Perkotaan, strategi
pegawai, strategi
pengadaan sarana dan prasarana

dan kantor pos,

pemberdayaan

penarmbahan

untuk pendataan dan pemungutan
PBB perdesaan dan perkotaan,
strategi  pemuktahiran data, strategi
mengintensifkan penyuluhan__pajak,
dan 'strategi peningkatan kualitas

pelayanan.

E. SARAN

1. Menerapkan sistem basis data yang

berbasis online yang terintegrasi di

setiap kecamatan sehingga
pengelolaan data obyek pagak dan

subyek Pajak Bumi dan Bangunan
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Perdesaan dan Perkotaan dapat Iebih
akurat, cepat, mudah dan rea time.

Mengajukan penambahan pegawai ke
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan (BKPP) Kabupaten Landak
sesuai beban kerja yang dibutuhkan
oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak
pengelolaan Pgak Bumi  dan

sehingga

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dapat lebih maksimal.

Pengadaan sarana dan prasarana yang
mendukung pelaksanaan pendataan
dan pemungutan Pgak Bumi.dan
Bangunan perdesaan«@an Perkotaan
seperti bis keliling, #GPS (Global
Positioning Sistem), kendaraan dinas,
khusus

serta  seragam pendata

sehingga dapat meningkatkan
pelayanan pajak.

Mengintesifkan penyuluhan Kkepada
masyarakat dengan melakSanakan
kepada

masyarakat .secara langsung yaitu

sosidlisasi  lebih  insentif
datang ' kepada masyarakat atau
melaksanakan sosidisas  dengan
memanfaatkan™ website dan media

cetak seperti baliho dan spanduk.

Dengan demikian, kesadaran
masyarakat dan pemahaman
masyarakat  tentang  perpgakan

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdessan dan Perkotaan akan
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meningkatkan dan masyarakat |ebih
peduli dalam membayar pajak.

5. Mengadakan pelatihan kepada
petugas pengelolaan PBB Perdesaan
dan Perkotaan tentang pelaksanaan
tugas dan fungs dalam pendataan
maupun pemungutan pagjak. Hal ini
bertujuan  untuk  memaksimalkan
petugas pengelola pajak untuk dapat
melaksanakan tugas mereka dengan
baik sehingga
peningkatan

mempengaruhi

penerimaan  pagak
Khusuisnya Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

6/ Menjain_kerjasama dengan pihak
bank khususnya Bank Kalbar; dan
Kantor . Pos dalam melaksanakan
pembayaran PBB Perdesaan dan
Perkotaan sehingga masyarakat atau
wajib pajak lebih mudah dalam
membayar PBB perdesaan dan
Perkotaan tanpa harus datang ke
Dinas Pendapatan.

7. Meningkatkan kualitas . pelayanan
pajak bumi dan bangunan.-perdesaan
dan perkotaan dengan memberikan
pelayanan yang lebih..ramah, cepat
dan tidak berbelit-belit kepada
masyarakat atau wajib pajak.

8. Meakukan
sehingga potenss Pgak Bumi dan

pemuktahiran data

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

dapat dimaksimalkan dengan baik

Yosafat Piter Dagama, NIM. E42012076

http://jurmafis.untan.ac.id

sehingga akan meningkatkan

penerimaan pajak.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Sulitnya menentukan waktu yang tepat
untuk mewawancarai narasumber
karenarberbaga kesibukan narasumber
sehingga pel aksanaan wawancara tidak
maksimal.

2. Waktu penelitian yang terbatas yaitu
sekitar 12 (dua bélas ) hari "sehingga
peneliti  belum maksima menggali
informasi  berkaitan dehgan masalah

yang diteliti
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